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KASUS BNNK DONGGALA
‘Kerugian Negara
Rp552,3 Juta

TERDAKWA (kir)) Mohammad Yasser, Radika Kardinata dan
Sudirman, saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis (24/4/2014). FOTO: ANGKY/MS

KERUGIAN keuangan negara dalam kasus
dugaan korupsi dana kegiatan pencegahan, pem-
berantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN) yang bersumber dari APBN dan
APBD Donggala tahun 2012 pada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten (BNNK) Donggala, berjumlah
'Rp552.355.000.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit perhi-
tungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan

Baca KERUGIAN NEGARA di Hal.11
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Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Sulteng Nomor:
SR-5/PW19/5/2013 tanggal 22
Oktober 2013, Demikian diung-
kapkan JPU dalam dakwaan ter-
dakwa Mohammad Yasser, Radika
Kardinata dan Sudirman, saat sidang
perdana di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Palu, Kamis
(24/4/2014).

Diketahui, kegiatan PAGN di BNNK
Donggala tahun 2012, Mohammad
Yasser merupakan Pejabat Pembuat
Komitmen, Radika Kardinata adalah
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dan Sudirman selaku Bendahara.

Sehingga ketiga terdakwa dalam
berkas perkara terpisah didakwa
berlapis oleh JPU. Dalam dakwaan
primair, dijerat Pasal 2 Ayat (1),
sedangkan subsidair Pasal 3 Jo
Pasal 18 huruf b Ayat (2) dan (3)
UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dan diganti dengan
UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi Jo Pasal
55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64
KUHP.

Adapun-dakwaan lebih subsidair
dijerat Pasal 8, serta dakwaan lebih-
lebih subsidair Pasal 9 Pasal 18
hurufb Ayat (2) dan (3) UU Nomor:
B1.Tahun 1999 yang telah diubah
"dan diganti dengan UU Nomor: 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1
KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Dalam dakwaan JPU yang diba-
cakan Faradiba Mumu SH dan Inti
Astutik SH, diuraikan ketiga terdak-
wa baik bertindak sendiri maupun
bersama dengan Burhan Maidi dan
I Ketut Rumadi (berkas terpisah)
melakukan atau turut serta melaku-
kan perbuatan melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang
lain, hingga merugikan keuan-
gan atau perekonomian negara.
Perbuatan itu dilakukan beberapa
kali dan berlanjut.

Dimana, tahun 2012, BNNK
Donggala melakukan penyuluhan/
sosialisasi PAGN dengan dana APBN
sebesar Rp788.150.680 dan dana
APBD sebagai dana pendamping
Rp186.400.00.

Dana dari APBN digunakan un-

tuk 12 kegiatan yang berdasarkan *

pertanggungjawaban mengha-
biskan Rp656.300.680. Namun
fakta di lapangan ke 12 kegia-
tan tersebut hanya menghabis-
kan anggaran Rp191.845.680.
Sementara dana APBD diguna-
kan untuk enam kegiatan yang
berdasarkan pertanggungjwaban
menghabiskan Rp183.250.000.
Padahal fakta di lapangan ke enam

. sambungan dari hal. 1

kegiatan menghabiskan angga-
ran Rp93.350.000. Sehingga total

- kerugian keuangan negara dari

pengelolaan dana APBN dan APBD

* tahun 2012 sebesar Rp839.550.680

mencapai Rp552.355.000.
Mendengar dakwaan JPU, ketiga
terdakwa tidak mengajukan eksepsi
(keberatan), sehingga sidang dilan-
jutkan dengan pembuktian. “Sidang
ditunda dua minggu dan dilanjutkan
Kamis (8/5/2014) mendatang,
dengan acara pemeriksaan saksi
dari JPU,” tutup ketua majelis hakim
Rommel F Tampubolon SH.

AJUKKAN PENGALIHAN

Pada sidang tersebut ketiga ter-
dakwa mengajukkan permohonan
pengalihan penahanan pada majelis
hakim, dengan jaminan orang dan
uang sebesar Rp300 juta.

Hanya saja, permohonan tersebut
masih akan dipertimbangkan oleh
majelis hakim, sehingga belum
diputuskan. “Ini (permohonan pen-
galihan) harus dilihat dalam lima

/konteks berkas perkara (terdak-

wa Mohammad Yasser, Sudirman,
Radika Kardinata, Burhan Maidi
dan I Ketut Rumadi), bukan satu-
satu. Jadi permohonan ini kami
musyawarahkan untuk dipertim-
bangkan,” tandas Rommel. ack




